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ABSTRAK 

Farkhan Umarudi (1193010051), Pengabulan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar 

Persetujuan Istri Pertama Di Pengadilan Agama Kandangan Pasca Lahirnya 

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Putusan Nomor: 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg). 

Putusan pengadilan merupakan tahapan akhir dalam proses penanganan perkara di 

persidangan, akan tetapi tidak semua putusan sesuai dengan peraturan yang 

diberlakukan oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau 

dalam Peraturan Mahkamah Agung, hal tersebut disebabkan karena majelis hakim 

berhak untuk memberi pertimbangan dalam memutus suatu perkara seperti 

Penetapan Isbat Nikah Poligami Nomor: 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg tentang Isbat 

Nikah Poligami, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 

Tahun 2018, oleh karena itu penelitian ini berfokus pada putusan yang terdapat 

didalamnya dasar pertimbangan hakim dan landasan hukum hakim. 

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetaui dasar 

pertimbangan hakim dalam menerima dan mengadili permasalahan isbat nikah 

poligami, yang kedua untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam menerima 

dan mengabulan perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, yang ketiga adalah 

Untuk mengetahui metode hakim dalam menerima dan mengabulkan perkara 

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. 

Penelitian ini berawal dari teori mashlahat mursalah dan juga Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Nomor 1 Tentang Hukum Keluarga 

huruf h yang berbunyi “permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri 

meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus ditanyakan tidak dapat 

diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul 

anak”. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis isi dengan 

pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan 

sumber data tersier, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi 

dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa 1). Dasar Pertimbangan Hukum 

Mejelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam memutus perkara isbat 

nikah poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan, maslahah mursalah 

yang melihat pernikahan suami dengan istri kedua sudah berjalan selama 40 tahun 

serta tidak ada perselisihan dengan istri pertama dan hukum islam. 2) Landasan 

Hukum hakim dalam perkara isbat nikah poligami menggunakan Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 poin 4 

dan 5 MA tahun 2014, terdapat kumulasi permohonan isbat nikah poligami yang 

mana harus mendudukan istri pertama sebagai Termohon dan penetapan harta 

bersama sebagai syarat izin poligami. 3) Hakim menggunakan metode interpretasi 

dalam menafsirkan peraturan Buku II halaman 145 poin 4 dan 5. 
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